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Abstract 
There are 13 (thirteen) ministries / agencies who have authority in law 
enforcement at sea, with 17 (seventeen) laws and regulations. The number of the 
laws and institutions that regulate the issue in law enforcement at sea, the sea 
becomes ineffective. Bakorkamla are expected to synergize law enforcement at 
sea, many obstacles that have not been as expected. With the legalization of Law 
No. 32 of 2014 concerning maritime, Bakorkamla turned into Maritime Security 
Agency (Bakamla), with the duties, functions, and powers more broadly. Such 
conditions will certainly affect the marine law enforcement agencies in other 
preexisting who has been authorized by the Constitution Act. This research aims 
to analyze and assess whether the existence of Bakamla will remove the authority 
of other agencies, with broad authority bakamla whether there will be a conflict 
between the law enforcement agencies in the sea then bagamana efforts to 
overcome them. To analyze this problem, the writer used juridical normative 
approach method analyzes the laws as knives. Thus it would result that the 
existence of Bakamla not remove the authority of other agencies, but contained a 
potential conflict of interest between law enforcement agencies at sea that need to 
be anticipated and watched, as the recommendation as a suggestion to the 
government to be more serious in the synergy of law enforcement at sea so that 
collisions between enforcers the law of the sea can be avoided. 
   
Key words: law enforcement at sea, certain criminal acts at sea, authorities 
 
Abstrak 
Terdapat 13 (tiga belas) kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan 
dalam penegakan hukum di laut, dengan 17 (tujuh belas ) peraturan perundang 
undangan. Banyaknya perundang undangan dan institusi yang mengatur masalah 
di laut maka penegakan hukum di laut menjadi tidak efektif. Bakorkamla yang 
diharapkan mampu mensinergikan penegakan hukum di laut,  banyak menemui 
kendala sehingga belum sesuai dengan yang diharapkan. Dengan disyahkannya 
Undang-undang  nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan, Bakorkamla berubah 
menjadi  Badan Keamanan Laut (Bakamla), dengan tugas, fungsi, dan wewenang 
yang lebih luas. Kondisi seperti ini tentunya akan berpengaruh terhadap instansi 
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penegak hukum di laut lain yang telah ada sebelumnya yang telah diberi 
wewenang oleh Undang undang. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa dan 
mengkaji apakah keberadaan Bakamla akan menghapus kewenangan instansi lain, 
dengan kewenangan bakamla yang luas apakah akan timbul konflik antar instansi 
penegak hukum di laut kemudian bagamana upaya mengatasinya. Untuk 
menganalisa permasalahan ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif 
dengan metode pendekatan perundang undangan sebagai  pisau analisis. Dengan 
demikian akan diperoleh hasil bahwa keberadaan Bakamla tidak menghapus 
kewenangan instansi lain, namun terkandung potensi konflik kepentingan antar 
instansi penegak hukum dilaut yang perlu diantisipasi dan diwaspadai,  sebagai 
rekomendasi sebagai saran kepada pemerintah agar lebih serius dalam 
mensinergikan penegakan hukum di laut sehingga benturan antar aparat penegak 
hukum dilaut dapat dihindari. 
   
Kata kunci: penegakan hukum dilaut, tindak pidana tertentu dilaut, kewenangan 
 
 
Latar Belakang  
Penegakan hukum diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan 
masyarakat 
1
 yang penekanannya pada pembentukan peraturan per undang-
undangan oleh lembaga legislatif. Namun Satjipto Rahardjo merumuskan bahwa 
penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum 
menjadi kenyataan
2
. maksud dari keinginan hukum disini adalah merupakan 
pikiran badan pembentuk undang–undang yang dirumuskan dalam peraturan 
hukum. Rumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan 
hukum, turut menentukan bagaimana penegakan itu dijalankan. 
 Penegakan hukum ditinjau dari segi subyeknya, adalah upaya penegakan 
hukum yang melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. 
siapa saja yang menjalankan aturan normatif dengan mendasarkan pada norma 
norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menegakan aturan hukum. 
Hambatan yang mempengaruhi penegakan hukum di laut, adalah 
banyaknya peraturan per undang undangan yang dimiliki masing-masing lembaga 
penegak hukum atau instansi yang memiliki kewenangan di bidang kelautan. Jika 
kita cermati maka terdapat 17 (tujuh belas) peraturan perundang-undangan yang 
mengatur kewenangan di bidang kelautan dengan 13 ( tiga belas ) 
kementerian/lembaga sebagai penegak hukum di laut. Dari 13 (tiga belas) 
                                                          
1
 Mochtar Kusuma Atmadja, Fungsi Hukum dalam Masyarakat yang Sedang Membangun, 
Bina Cipta, Jakarta, 1978, hlm.  11. 
2
 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm.  2. 
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lembaga tersebut 6 ( enam ) lembaga / kementrian sudah memiliki armada / kapal 
sebagai alat penegakan hukum dilaut dengan cara melaksanakan patroli di laut, 
yakni TNI AL, POLRI / Direktorat Kepolisian Perairan, Kementrian Perhubungan 
/ Dirjen Hubla, Kementrian Kelautan dan Perikanan /Dirjen PSDKP, Kementrian 
Keuangan / Dirjen Bea Cukai. 7 ( tujuh ) lembaga penegak hukum dilaut yang 
tidak memiliki armada / kapal patroli antara lain Kementrian Pariwisata, 
Kementrian Kesehatan, Kementrian Lingkungan Hidup, kementrian Kehutanan, 
Kementrian Energi dan sumber daya Mineral, Badan Narkotika Nasioanl, dan 
pemerintah Daerah.  
Dengan banyaknya lembaga / Kementrian yang memiliki kewenangan 
penegakan hukun di laut, berakibat terjadinya overlapping dalam penegakan 
hukum dilaut. Kondisi demikian sulit untuk di sinergikan karena masing masing 
lembaga memiliki startegi / kebijakan, terkait dengan peralatan/sarana prasaran, 
SDM yang berbeda beda.  
Badan Koordinasi Keamanan laut ( BAKORKAMLA ) semula di bentuk 
berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) Menhamkam/Pangab, Menteri 
Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri  Kehakiman, Jaksa Agung pada tahun 
1972. Bakorkamla  yang waktu itu diketuai oleh Menhamkam Pangab  bertugas 
mengkoordinir dan mensinergikan instansi penegak hukum yang memiliki 
kewenangan dilaut.  Namun dengan adanya perkembangan hukum dan tata 
pemerintahan dewasa ini Bakorkamla mengalami perubahan berdasarkan 
Peraturan Presiden Nomor 81 tahn 2005 tentang Bakorkamla yang diketuai oleh 
Menkopolhubkam, dengan 11 (sebelas) anggota dari kementrian, diharapkan bisa 
mengakomodir dan mengintegrasikan seluruh instansi / lembaga yang memiliki 
kewenangan dilaut. Bakorkamla memiliki tugas pokok mengkoordinir seluruh 
kegiatan operasional keamanan laut, namun keberadaan Bakorkamla yang 
pembentukannya hanya melalui peraturan praeiden dinilai kurang efektif, karena 
lembaga kementrian yang memiliki kewenangan penegakan hukum dilaut 
dibentuk berdasarkan Undang-Undang.  
Dengan diundangkannya Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang 
kelautan muncul lembaga baru yang disebut Badan Keamanan Laut  
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(BAKAMLA)
3
 yang menggantikan Bakorkamla. Berbeda dengan Badan 
Koordinasi Kemanan Laut (BAKORKAMLA). Badan Kemanan Laut 
(BAKAMLA) memiliki kewenangan
3 
melakukan pengejaran seketika, 
menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan meyerahkan kapal ke 
isntansi terkait yang berwenang untuk melaksanakan proses hukum
4
. Jika 
dicermati pasal 63 Undang-undang nomor 32 Tahun 2014, Badan Keamanan Laut 
memiliki kewenangan yang sangat luas dalam hal penegakan hukum dilaut.  
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka  rumusan 
masalah adalah sebagai berikut:  
1. Apakah kewenangan penegakan hukum oleh Bakamla, menghapus 
kewenangan penegakan hukum dilaut oleh isntansi lain? 
2. Apakah dengan adanya kewenangan Bakamla berdasarkan UU nomor 32 
Tahun 2014 tentang kelautan tidak menimbukan konflik kepentingan dengan 
dengan instansi penegak hukum yang lain? 
3. Bagaimana seharusnya pengaturan Badan keamanan laut (BAKAMLA) 
dengan aparat penegak hukum dilaut  dimasa yang akan datang ?  
Penulisan ini menggunakan metode sebagai berikut: 
1. Metode penulisan jurnal ini menggunakan metode yuridis normatife, yakni 
menjadikan hukum sebagai dasar untuk menganalisa. Penelitian hukum 
normatife adalah jenis penelitian yang obyeknya adalah permasalahan 
hukum.
5
 Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan 
(statute approach) yang didasarkan pada peraturan perundang undangan 
untuk menganalisis, dan pendekatan konsep (Conseptual approach) sebagai 
langkah awal untuk menganalisa sebuah penelitian hukum, karena akan 
banyak bermunculan konsep di dalam fakta hukum yang berawal dari 
pandangan pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. 
2 Bahan Hukum. Dalam kajian jurnal ini bahan hukum yang digunakan 
menggunakan bahan primer meliputi seluruh peraturan perundang undangan 
yang berhubungan dengan penegakan hukum di laut  antara lain:  UU nomor 
                                                          
3
 Pasal 59  ayat (3) Undang-undang Nomor 32 tahun  2014 tentang Kelautan. 
4
 Pasal 63 ayat  (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan.  
5
 Dr. Johnny Ibrahim SH.M.Hum, Metode penelitian dan Penulisan Hukum, Revka Petra 
Media, Surabaya, 2010, hlm. 71. 
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1/1973 tentang landas kontinen,  UU nomor 5 /1983 tentang ZEEI,  UU 
nomor 17 /1985 tentang pengesahan UNCLOS 82,  UU nomor 5/1995 tentang 
konservasi SDA,  UU nomr 6 Tahun 2011 ttg karantina hewan dan tumbuhan,  
UU nomor 6 /1996 tentang perairan Indonesia,  UU 45 /2009 tentang 
perikanan, UU 34 /2004 tentang TNI,  UU nomor 17 / 2008 tentang 
pelayaran,  UU nomor 32 tentng kelautan, dan UNCLOS 82. 
Bahan Hukum Sekunder. yakni berupa pendapat para ahli, dan literature lain yang 
menunjang dan ada hubungannya dengan materi penulisan   
3. Teknik Memperoleh Bahan hukum.   
Melalui study pustaka yakni mengumpulkan dan menganalisa bahan bahan 
hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat antara lain norma-norma, 
kaidah dasar, dan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan 
penegakan hukum di laut.  
Dalam menganalisis penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik 
normative kualitatif, yaitu dengan cara melakukan penafsiran terhadap bahan 
hukum primer dan sekunder terkait dengan materi penulisan. 
Pembahasan 
A. Analisa Yuridis Penegakan Hukum Oleh Badan Keamanan Laut ( 
BAKAMLA ) 
1. Tugas Bakamla 
a Tugas Bakamla dihadapkan dengan luasnya wilayah        
Pasal 61 UU Nomor 32 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Tugas Bakamla 
adalah melakukan patroli keamanan  dan keselamatan di wilayah perairan 
Indonesia dan wilayah Yurisdikasi Indonesia.Jika ditinjau dari luasnya wilayah 
maka tugas Bakamla sangat luas yakni melakukan petroli keamanan dan 
keselamatan di wilayah Perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
6
 
Apa yang dimaksud dengan wilayah perairan Indonesa dan wilayah yurisdiksi 
Indonesia?, yang dimaksud dengan wilayah perairan Indonesia adalah meliputi 
7
:  
1)   Laut  teritorial  Indonesia  
2)   Perairan Kepulauan.  
                                                          
6
 Pasal 61 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. 
7
 Pasal 3 ayat (1) Undang-undang  Nomor  6 Tahun  1996 tentang Perairan. 
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3)   Perairan Pedalaman. 
Selain dari pada perairan yang disebutkan diatas, Indonesia juga mempunyai hak-
hak berdaulat atau kedaulatan terbatas, yaitu: 
8
 
1) Perairan contiguous zona  (zona tambahan). 
2) Perairan di atas landas kontinen.  
3) Perairan zona ekonomi eksklusif.  
Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelago state) yang 
membentang pada sekitar 5 ribu kilometer sepanjang garis  khatulistiwa.
9
  Sebagai 
negara kepulauan, maka laut memiliki fungsi yang sangat penting yaitu laut 
sebagai media pemersatu bangsa, media perhubungan,  media sumber daya,   
media pertahanan dan   keamanan, serta  media diplomasi. 
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara laut juga memiliki arti yang 
sangat penting yaitu sebagai wilayah kedaulatan negara, ruang industri maritim, 
dan sebagai sebuah ekosistem.  
Pentinganya Laut bagi Indonesia  seperti yang telah diuraikan di atas, 
maka banyak pihak yang berkepentingan  di laut hal ini jika jika di koordinir 
secara baik maka akan saling bersinergi namun sebaliknya jika tidak terkoordinir 
dengan baik maka justru saling tarik-menarik kepentingan. Kondisi ini tentunya 
akan berdampak, baik langsung maupun tidak langsung terhadap upaya upaya 
penegakan hukum dan keamanan di Laut.  
Jika kita cermati Pasal 61 UU nomor 32 tahun 2014 maka  tugas Bakamla 
sangat luas, namun tugas yang demikian luas belum dilengkapi dengan sarana dan 
prasarana patroli yang memadai. Kapal patroli milik Bakamla berukuran kecil 
yang hanya mampu melaksanakan patroli di laut teritorial dan belum mampu 
menjangkau sampai perairan laut lepas maupun ZEEI. Padahal laut lepas maupun 
ZEEI merupakan wilayah tanggung jawab Bakamla yang harus dijaga. 
b Tugas  Bakamla terkait dengan menjaga keamanan dan  keselamtan  
Bermacam macam bentuk ancaman atau gangguan yang mungkin terjadi 
dilaut yang perlu diwaspadai antara lain sebagai berikut:  
1).   Adanya Ancaman terhadap tindak kekerasan, yaitu ancaman dengan 
menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir yang mempunyai 
                                                          
8
  Pasal 3 ayat (2) Undang-undang  Nomor 6 Tahun 1996  tentang Perairan. 
9
  Mochtar Kusumaatmadja  Pengantar Hukum International, Alumni, Bandung, 2003, hlm.179.   
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kemampuan untuk mengganggu serta membahayakan baik personel maupuan 
material serta ancaman terhadap negara. Ancaman tersebut dapat berupa 
ancaman pembajakan, ancaman terhadap adanya perompakan, ancaman 
tehadap kegitan sabotase obyek vital nasional dilaut, ancaman adanya 
penyebaran ranjau dan ancaman terjadinya aksi teror di laut.  
2).  Ancaman terhadap bahaya Navigasi, yaitu ancaman yang ditimbulkan oleh 
kondisi geografi dan hidrografi serta kurang memadainya sarana dan alat 
bantu navigasi, antara lain seperti suar, buoy dan lain-lain yang tidak 
berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga dapat membahayakan keselamatan 
pelayaran.  
3). Ancaman terhadap perusakan sumber daya laut, yakni berupa pencemaran 
laut dan perusakan ekosistem laut, serta adanya konflik pengelolaan sumber 
daya laut, sehingga memiliki kecenderungan mudah dipolitisasi dan 
selanjutnya akan diikuti dengan penggelaran kekuatan militer, misalnya 
dalam sengketa kepulauan dan sengketa perbatasn.  
4).  Ancaman terhadap pelanggaran hukum, yaitu kegitan yang dilakukan secara 
melanggar  ketentuan perundang undangan yang berlaku baik perundang 
undangan secara nasional maupun internasional, jenis pelanggaran yang 
sering dilakukan antara lain ancaman terhadap kegatan illegal fishing, 
ancaman terhadap illegal logging, ancaman terhadap tindak penyelundupan 
dan berbagai bentuk pelanggaran lainya  
Pasal 64 UU Nomor 32 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kebijakan 
Nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah Perairan Indonesia dan 
wilayah Yurisdiksi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 huruf a 
ditetapkan oleh presiden. Namun hingga saat ini Ketetapan Pressiden yang 
dimaksud belum keluar, hal ini akan berpengaruh terhadap tugas Bakamla. Tugas  
Bakamla yang demikian luas belum memiliki dan belum didukung dengen 
ketetapan presiden. 
Demikian juga terkait dengan tugas Bakamla dalam hal menjaga 
keselamatan, belum dijelaskan secara tegas apa yang dimaksud  dengan 
keselamatan ,  
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1). Jika maksud dari menjaga keselamatan adalah menjaga keselamatan jiwa di 
laut maka Bakamla harusnya berkiblat pada ketetuan IMO yakni tentang 
SOLAS (Safety of Life at Sea).  
2). Jika maksud dari menjaga keselamatan adalah melaksanakan SAR maka 
Ketetapan Presiden hendaknya tidak boleh bertentangan dan selaras dengan 
Fungsi BASARNAS. 
3). Jika Maksud menjaga keselamatan terkait dengan kesematan pelayaran, maka 
ketetapan presiden hendaknya harus selaras dengan UU nomor 17 tentang 
pelayaran, karena UU ini mengatur tentang perambuan dan navigasi yang 
menjadi tanggung Kementrian Prhubungan dalam hal ini perhubungan laut.  
c. Terkait dengan kewenangan Bakamla  
Dalam Pasal 63 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2014 menyebutkan bahwa 
kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara 
terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan Komando. 
Pembentukan Badan Keamanan laut (Bakamla) adalah menggantikan 
Badan koordinasi keamanan laut (Bakorlkamla). Jika pada saat masih Bakorkamla 
yang merupakan sistem Multi Agency Single Task  artinya banyak instansi 
penegak hukum dilaut dengan satu tugas yang sama yakni penegakan di laut yang 
di koordinir oleh Bakorkamla. 
Dengan adanya pergantian menjadi Badan Keamanan laut (Bakamla ) 
yang berperan sebagai Single Agency Multy Tasks  satu kesatuan komando dengn 
berbagai macam tugas.  
Badan kemanan laut ini diharapkan dapar berfungsi  dengan baik dalam 
penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut, yang tugasnya terdiri atas 
aspek-aspek pelayanan sistem informasi peringatan dini, penegakan hukum di 
laut, bea cukai, keamanan dan keselamatan pelayaran, pengendalian sumberdaya 
alam hayati dan non-hayati dalam lingkungan kelautan, pencarian dan pertolongan 
di laut serta pertahanan negara dalam keadaan perang
10
 
Selama ini lembaga yang ada menjalankan fungsi tersebut tidak 
terintegrasi dalam sebuah lembaga, sehingga belum dapat berjalan dengan 
optimal. Praktik selama ini menunjukan bahwa penegakan hukum, keamanan dan 
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  Pasal 63 Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan.  
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keselamatan di laut yang dilaksanakan oleh satuan-satuan patroli dari berbagai 
Instansi/Kementerian belum mampu menciptakan keamanan laut di perairan 
Indonesia, hal ini akan sulit dicapai karena masing-masing instansi / kementerian 
terkait mempunyai strategi / kebijakan, peralatan ( sarana prasarana ), SDM yang 
berbeda-beda, tidak dalam satu sistem yang terintegrasi, serta dalam kesatuan 
komando dan kendali. Sehingga dapat dimengerti jika dalam pelaksananya sering 
terjadi overlapping kewenangan dan friksi antar instansi bahkan ego sektoral 
diantara instansi atau lembaga tersebut besar kemungkinan terjadi. 
Dengan menyatukan / mengintegrasikan kewenangan tersebut pada satu 
badan akan lebih memudahkan untuk melakukan koordinasi dan kontrol 
disebabkan komando dan kendali ada pada satu tangan ( tidak sektoral ). Badan 
Keamanan laut ini dibentuk sebagai wadah pengintegrasian seluruh atau sebagian 
fungsi atau kewenangan untuk melakukan penegakan hukum, keamanan dan 
keselamatan di laut yang  selama ini masih dilaksanakan secara sektoral berada di 
stakeholder (kementerian/instansi terkait). 
Namun UU nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan tidak menjelaskan 
secara tegas siapa yang berhak untuk mengintegrasikan dan mengendalikan dalam 
satu kesatuan komando. Dengan kondisi denikian maka perlu adanya ketegasan 
dalam bentuk peraturan pemerintah yang menegasakan dan menunjuk bahwa 
Bakamla diberi kewenangan untuk mensinergikan dan menjadi komando dalam 
penagakan hukum di laut . 
2. Instansi yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana 
tertentu dilaut  
Tindak pidana tertentu dilaut merupakan kategori tindak pidana khusus 
maka disebut juga delik khusus,  atau delik diluar KUHP,  dengan demikian maka 
penyelesaiannyapun mempunyai kekhususan yang tidak sesuai dengan tindak 
pidana umum (KUHP) maupun dengan hukum acara KUHAP. 
Bahwa Asas-asas hukum pidana dari buku 1 KUHP juga berlaku terhadap 
tindak pidana di laut , hal ini berdasarkan pasal 103 KUHP menyebutkan bahwa 
ketentuan-ketentuan dalam Bab VIII KUHP diperlakukan terhadap ketentuan 
perundang-undangan di luar KUHP yang diancam dengan ancaman pidana, 
kecuali diatur khusus oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 284 KUHAP 
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disebutkan bahwa bahwa semua perkara diberlakukan hukum acara pidana 
(KUHAP) dengan pengecualian dan ketentuan  ketentuan khusus acara pidana 
yang dibawa oleh undang-undang tertentu. Dengan demikian maka pada tindak 
pidana di laut ini, yang diatur adalah acaranya, sebagai contoh misalnya 
penghentian kapal, pemeriksaan diatas kapal, tatacara membawa kapal ke 
pelabuhan terdekat dan sebagainya yang semua itu menyimpang dari pada 
KUHAP , karena KUHAP tidak mengatur hal tersebut.    
KUHAP tidak seluruhnya dapat diterapkan pada hukum acara di laut hal 
ini disebabkan karena beberapa alasan antara lain: 
a. Status kapal  belum diatur sebagai subyek hukum. 
b. Dalam KUHAP memberlakukan hukum acara pidana khusus yakni pasal 284 
KUHAP. 
c. Dalam KUHAP juga belum mengatur kewenangan penyidik diluar Polisi dan 
PPNS. 
d. Dalam KUHAP juga tidak mengatur wilayah di luar Indonesia padahal ada 
tindak pidana di laut ada yang  terjadi dan dilakukan di Zona Ekonomi 
Eksklusif Indonesia (ZEEI). 
e. Dalam KUHAP diatur tentang Tembusan surat penangkapan yang seharusnya 
diberikan kepada keluarga, namun jika yang ditangkap merupakan kapal 
maka tidak mempunyai keluarga. 
f. Demikian juga masalah penahanan . bahwa Penahanan untuk kapal tidak bisa 
dilaksanakan di rumah tahanan negara. 
g. Pengadilan di laut tidak mengenal yuridiksi pengadilan, pengadilan yang 
berwenang  mengadili adalah pengadilan yang mempunyai yuridiksi terdekat 
(Undang-undang RI  no. 3 tahun 1985)  dimana  kapal diserahkan ke 
pelabuhan terdekat. 
Bahwa dalam dalam uapaya pengamanan dan penegakan hukum di 
wilayah perairan indonesia terdapat 3 ( tiga) instansi yang  ditunjuk oleh Undang-
undang memliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana. Ke  
tiga instasi tersebuat anatara lain POLRI,TNI AL dan PPNS. 
a. Kewenangan kepolisian dalam melakukan penyidikan berhadap tindak 
pidana tertentu di laut 
12 
 
 
 
1). Kewenangan POLRI Berdasarkan UU nomor 2 tahun 2002 tentang 
POLRI 
POLRI  adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang 
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 
perlindungan masyarakat , pengayoman kepada masyarakat. Dimana tugas pokok 
Kepolisian negara republik Indonesia adalah 
11
 
a. Memelihara kemanan dan ketertiban masyarakat. 
b. Menegakan Hukum. 
c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 
Kepolisian negara Republik Indonesia bertugas melaksanakan 
penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum 
acara pidana dan peraturan perundang undangan
12
  
2). Berdasarkan KUHAP 
Wewenang kepolisian negara republik Indonesia sebagai penyelidik dan 
penyidik telah diatur dalam  kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) yaitu penyelidik adalah setiap pejabat Polisi negara  Republik 
Indonesia.
13
 Dalam pasal lain juga dtegsakna bahwa penyidik adalah pejabat 
Kepolisian negaa Republik Indonesa dan pejabat pegawai negri sipil ( PPNS) 
yang diberi kewenangan secara khusus oleh undang undang 
3). Berdasarkan UU 31 Tahun 2004 tentang perikanan  
Penyidik dalam perkara tindak pidana bidang perikanan, dilakukan 
berdasrkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalm undang 
undangini.
14
Yang dimaksdu dengan dengan hukum acara yang berlaku adalah 
hukum acara pidana (KUHAP) 
Penyidikan dalam tindak pidana bidang perikanan dilakukan oleh 
penyidik Pegawai negri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan pejabat Kepolisian 
Negara Republik Indonesia
15
 
4). UU nomor 17 tahn 2008  tentang pelayaran 
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 Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI. 
12
 Pasal 14 huruf (g) Undang-undang  Nomor 5 Tahun 2002 tentang POLRI. 
13
 Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.  
14
 Pasal 72 Undang-undang  Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 
15
 Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor  31 Tahun 2004 tentang  Perikanan. 
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 Undang-undang ini memberikan kewenanangan kepala POLRI sebagai 
Penyidik tinda pidana bidang pelayaran
16
 
5) UU Nomor 32 tahn 2009 tentang perlindungan lingkungan hidup 
Kepolisian berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di 
bidang lingkungan hidup.
17
 
6). UU nomor 5 tahun 1990 tentang koservasi SDA   
Undang-undang ini memberi kewenangan kepada POLRI untuk 
melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana bidang konservasi SDA
18
 
b. Kewenangan TNI AL dalam melakukan penyidikan indak pidana 
tertentu dilaut    
Secara universal TNI Al memiliki 3 peran yang lazin disebut dg istilah 
trinitas TNI AL, Ke tiga peran tersebut adalah peran Militer, Peran Polisionil, dan 
peran diplomasi. 
Peran Polisionil dilaksanakan dalam rangka menegakan hukum di laut, 
melindungi sumber daya dan kekayaan dilaut , memelihatra kemanan dan 
ketertiban di laut.Dasar hukum TNI AL sebagai penyidik tindak pidana tertentu 
dilaut antara lain: 
1). UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI  
Tugas TNI AL adalah menegakan hukum dan menjaga keamanan di 
wilayah laut yusrisdiksi   nasional sesuai dengan ketentuan   hukum   nasional dan 
hukum international yang diratifikasi 
19
. Yang dimaksud dengan penegakan 
hukum dan menjaga keamanan adalah segala bentuk kegitan yang berhubungan 
dengan penegakan hukum dilaut sesuai dengan kewenangan yag dimiliki TNI AL 
lingkup penegaka hukum di laut oleh TNI AL meliputi , pengejaran, 
penangkapan/penyelidikan, penyidikan, untuk proses penuntutan dan pengadilan 
dilaksanakan oleh instansi lain dalam hal ini kejaksaaan dan pengadilan 
tinggi/negri. 
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 Pasal 282 ayat (1) Undang-undang  Nomor 17 Tahun 2008 tentang  Pelayaran. 
17
 Pasal 94 Undang-undang  Nomor  32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. 
18
 Pasal 39 Undang-undang  Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA. 
19
 Pasal 9 Undang-undang  Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. 
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2) Menurut KUHAP 
Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana ( KUHAP) berlaku  untuk 
semua semua tindak pidana, dengen pengeculaian untuk sementara mengenai 
ketentuan khusus acara pidana yang telah diatur dalam Undang-undang tertentu 
20
 
Dalam Kitab Undang-undang Hukun Acara Pidana juga diatur dan 
ditentukan instansi yang berwenang melaksanakan penyidiknya , dikatakan bahwa 
penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesai, dan Pejabat 
Pegawa negri Sipil
21
. Walupun dalam KUHAP menentukan bahwa penyidik 
adalah pejabat Polri dan PNS namun sepanjang perkara perkara khusus yang 
belum diatur dalam KUHAP , maka memungkinkan untuk instansi lain 
melaksanakn penyidikan di bidang tinak pidana tertentu  
22
 
3) UU nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diperbaharui dengan 
UU nomor 45 Tahun 2009 
Dalam Undang-undang perikanan ini disebutkan bahwa penyidikan dalam 
tindak pidana bidnag perikanan adalah pegawai negeri sipil (PPNS) Periwira TNI 
AL, dan pejabat kepolisian negara Republik Indonesia.
23
 
Undang-undang ini juga memberikan kewenangan secara eksklis kepada 
TNI AL untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana bidang perikanan yang 
dilakukan di zona Ekonomi Ekslusif  indonesia ( ZEEI).
24
 
4) UU nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran 
Dalam Undang-undang ini menyatakan bahwa wewenang untuk 
melaksanakan penyidikan bidang tindak pidana pelayaran adalah Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil ,
25
 
Selain pejabat penydik dari Kepolisian negara dan PNS TNI AL juga 
diberi kewenangan oleh Undang-undang ini untuk mengadakan penyidikan tidak 
pidana di bidang pelayaran khususnya di ZEEI
26
 
5). UU Nomr 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam. 
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 Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.  
21
 Pasal 6 ayat (1)  Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.  
22
 Sukardi  Penyidikan Tindak Pidana Tertentu, Restu Agung, Jakarta,  2009,  hlm. 275. 
23
 Pasal73 Undang-undang  Nomro 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. 
24
 Pasal 73 ayat ( 2) Undang-undang  Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. 
25
 Pasal 282 ayat (1) Undang-undang  Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. 
26
 Pasal 340 Undang-undang  Nomor 17 tahn 2008 tentang Pelayaran. 
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Dalam undang-undang  diatur bahwa penyidik tindak pidana bidang 
konservasi Sumber daya alam dan ekosistemnya adalah POLRI dan PPNS,  tidak 
mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana yang diatur dalam Undang-
undang nomor 5 tahn 1983 tentang ZEE, maka TNI AL diberi kewenngan untuk 
melaksanakan penyidikan tindak pidana bidang konservasi sdumber Daya alam 
dan ekosisitemnya di wilayah ZEEI. 
6). UU nomor 5 tahun 1983 tentang ZEEI.  
Dalam Undang-undang ini TNI AL diberi kewenangan penuh untuk 
melaksanakan penyidikan di perairan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesai. (ZEEI)
27
. 
7) UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang pelayaran 
Dalam Undang-undang ini menegaskan bahwa penegakan kedaulatan dan 
hukum di wilayah periaran indonesia, ruang udara diatasnya, dasar laut 
didalamnya termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan konvesi international. 
8) UNCLOS 82 
UNCLOS82 memberi kewenangan kepada TNI AL kapal perang untuk 
melaksanakan penegakan hukum di laut 
28
. 
3. Kewenangan penyidik Pegawai negri Sipil terhadap tindak Pidana 
tertentu di laut 
Kitab Undang-undang Hukum acara pidana menegaskan bahwa penyidik 
adalah pejabat keplisian negara republik indonesia, dan pejabat pegawai negeri 
sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh udang undang 
29
 , yang dimaksdu 
dengan diberi wewenang khusus oleh udang undang adalah  hukum acar sendiri 
yang sebagai ketentuan khusus ( lex specialis) 
Kewenanan pejabat pegawai negri sipil sebagai penyididk di laut secara 
tegas dinyatakan dalam berbagai pertauran per undang undangan, anatara lain : 
a. UU nomor 31 Tahun 2004 yang diperbaharui dengan Undang-undang noor 45 
Tahun 2009 memberi kewenangan kepada pejabat Pegawai negri sipil untuk 
melakukan penyidikan
30
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 Pasal 14 Undang-undang  Nomor 5 Tahun 1983 tentang  ZEEI. 
28
 Pasal 111 ayat ( 5) UNCLOS 82. 
29
 Pasal 6  ayat (1) KUHAP. 
30
 Pasal 73 Undang-undang  Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. 
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b. UU nomor 17 tahn 2008 tentang pelayaran. Penyidik pegawai negri sipil 
berwenang dalam melakukan tindak pidana bidang pelayaran 
31
 
c. Hal serupa juga diatur dalam Undang-undang koservasi sumber dya alam, 
Undang-undang lingkungan hidup,  
4. Potensi Konflik Antara Bakamla Dengan Instansi Penegak Hukum Lain 
Masih segar dalam ingatan kita tentang peristiwa  konflik antara POLRI 
dengan KPK yang terjadi beberapa waktu yang lalu, dengan istilah cicak dan 
buaya, kemudian konflik terulang lagi pada saat pergantian Kapolri. 
Analisis ini bukan bermaksud untuk mengecilkan peran Bakamla dalam 
penegakan hukum dilaut, namun hal ini perlu diantisipasi agar konflik antar 
penegak hukum tidak terulang  khususnya bakamla dengan instasi penegak hukum 
lain yang memeiliki kewenangan di laut. 
a. Kemampuan Bakamla dihadapkan dengan luas area patroli  
Bakamla dibentuk dengan peraturan Presiden nomor 178 tahun 2014 
memiliki Tugas yang sangat luas yakni melakukan patroli keamanan dan 
keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdikasi (Pasal 61 UU 
nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Dengan demikian maka Bakamla dalam 
melaksanakan tugas  Patroli keamanan dan keselamatan mulai dari laut teritorila 
sampai dengan ZEE.  
Disatu sisi Kapal kapal Bakamla saat ini jumlahnya  relatif masih sangat 
kurang baik kwantitas maupun kwalitas kapal untuk melaksanakan patroli bila 
dibandingkan dengan luas wilayah yang harus dijaga , demikian juga besarnya 
kapal patroli yang dimilik Bakamla masih relatif kecil sehingga saat ini bakamla 
masih belum mampu melaksanakan patroli sampai menjangkau ke perairan ZEE. 
Salah satu upaya adalah dengan melaksankan kerja sama dengan cara 
meminta BKO ( bawah kendali operasi ) dari isntansi lain yakni Kementrian 
perikanan, maupun TNI AL. 
Dengan kondisi yang demikian maka kerawanan yang mungkin timbul 
adalah manakala patroli bakamla menjumpai / menanggkap kapal / pelaku tindak 
Pidana dilaut yang merupakan mitra kerja atau binaan instansi lain, kemudian 
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 Pasal 282 ayat (1) Undang-undang  Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 
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diserahkan kepada penyidik maka kapal tersebut dilepas /dibebsakan dengan 
alasan tidak cukup bukti untuk dilaksanakan penyidikan.. 
b. Kewenangan Bakamla 
Berdasakan pasal 63 ayat (1) huruf  b, menyebutkan bahwa bakamla 
memilik kewenangan untuk memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa 
kapal dan menyerahkan kapal ke isntansi terkait yang berwenang untuk 
melaksanakan proses hukum lebih lanjut. Kewenanagn yang demikian merupakan 
kewenangan penyelidikan.  Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama 
permulaan penyidikan, menurut M Yahya Harahap , penyelidikan bukan tindakan 
yang beridiri sendiri  terpisah dari penyidikan namun meripakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan 
32
. Penyelidikan merupakan metode atau 
cara dari fungsi penyidikan yaitu mendahuli penindakan yang  berupa 
penangkapan  
Wewenang pejabat bidang penyelidikan antara lain  
1)   Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai tindak Pidana  
2)  Mencari keterangan barang bukti  
3) Menyuruh berhenti terhadap segala sesuatu yang dicurigai serta memeriksa 
4) Mengadakan tindakn lain menurut hukum yang bisa dipertanggung 
jawabkan. ( Pasal 5 KUHAP). 
Pengertian penyelidikan menurut pasal 1 butir 5 KUHAP adalah sutu 
tidakan untuk mencari tahu apakah suatu peristiwa atau kasus  tergolong tindk 
pidana atau bukan pidana. 
Pejabat yang berwenang melakukan penyelidikan menurut pasal 1 butir 4 
yakni POLRI , dan pejabat lain yang diatur sesuai dengan peraturan per undang 
undangan yakni PPNS, TNI AL. 
Karena kegiatan penyelidikan oleh Bakamla merupakan kegitan yang 
terpisah dengan kegitan penyidikan maka kerawanan yang mungkin timbul adalah 
tidak diterimanya atau ditolaknya oleh penyidik dengan alasan tidak cukup bukti 
melakukan tindak pidana. 
4. Koordinasi dan Kerja Sama Antara Badan Keamanan Laut 
(Bakamla) Dengan Aparat Penegak Hukum Di laut  
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  M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan 
Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta,  2006, hlm. 101. 
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Pada prinsipnya Instansi terkait yang memiliki kewenangan penagak 
hukum dilaut telah ada koordinasi dalam pelaksanaan pengakan hukum di laut, 
misalnya TNI AL dalam penegakan hukum terdapat pola koordinasi antara 
instansi terkait melaului mekanisme yang ada yakni  
1. Sesuai KUHAP dilakukan koordinasi antara penyidik, jaksa penuntut dan 
pengadilan ( Criminal Justice system),  
2. Secara factual antara penyidik dengan instansi terkait dalam mengungkap 
suatu tindak pidana di laut dalam hal perkaranya merupakan kewenangan 
isntansi lain, namun disisi lain instansi terkait juga menyampaikan bahwa 
koordinasi masih relatif lemah dan dalam implementasi di lapngan masih 
dijumpai tindih antar sektor, 
Bahwa Salah satu fungsi BAKAMLA sesuai dengan Pasal 62 huruf (d)  
adalah menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli periaran oleh instansi 
terkait, kemudian pada huruf (f) menyatakan bahwa bakamla memberikan 
dukungan teknis dan oerasional kepada instansi terkait. 
Kewenangan Bakamla dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam 
satu kesatuan komando dan kendali.
33
Dalam Bab X tentang tata kelola dan 
kelembagaan laut, bahwa pasal 69 ayat (1) UU nomor 32 Tahun 2014 tentang 
kelautan menyebutkan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan tata kelola dan 
kelembagaan laut, kemudian ayat (4) menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut 
mengenai kebijakan tata kelola dan kelembagaan laut sebagaimana dimaksud dpa 
ayat (1) diatas diatur dalam peraturan pemerintah.  
Dengan didasarkan pada UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan 
khusunya Pasal 61, Pasal 62 , Pasal 63 dan Pasal 69 maka bakamla menerapkan 
sistem "Single Agency Multy Tasks” Sistem " yang diyakini dapat memberikan 
kontribusi besar dalam mengatasi berbagai persoalan dalam penegakan hukum 
keamanan dan keselamatan di laut, hal ini mengingat karakteristik sistem Single 
Agency Multy Tasks yang sangat berbeda dengan sistem Multi Agency SingleTask.  
Seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa sistem Multi 
Agency Single Task menyebabkan penegakan hukum, keamanan dan keselamatan 
di laut sulit dilaksanakan karena lembaga atau instansi penegak hukum terkotak-
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Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. 
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kotak, tidak terintegrasi dengan baik karena bersifat sektoral,sehingga 
menimbulkan beberapa permasalahan hukum antara lain tumpang tindih 
wewenang yang menimbulkan konflik antar aparat penegak hukum; dan tidak 
adanya kesatuan komando dan kendali, sehingga kegiatan operasional penegakan 
hukum, keamanan dan keselamatan di laut sulit dipadukan.  
Melalui sistem "Single Agency Multy Tasks”persoalan tersebut dapat 
diatasi karena sistem ini menghendaki adanya satu lembaga atau badan ini bersifat 
tunggal, integratif dan dalam pelaksanaan operasinya ada pada satu  kesatuan 
komando.  Dalam konteks ke Indonesian penerapan sistem "Single Agency Multy 
Tasks” dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan seluruh kewenangan, 
kekuatan dan kemampuan yang dimiliki stakeholder  dalam penegakan hukum di 
laut secara sinergi dengan tidak menghapus stakeholder yang ada , karena masing 
masing fungsi/kewenangan utamanya serta peraturan perundang-undangan telah 
memberikan kewenangan kepadanya. Sinergitas kewenangan, kekuatan dan 
kemampuan harus tercermin dalam struktur organisasi, mekanisme,prosedur dan 
ketentuan -ketentuan lain yang mendukung kelancaran tugas penegakan hukum, 
keamanan dan keselamatan di laut. Dengan menyatukan/mengintegrasikan 
kewenangan tersebut pada satu badan akan lebih memudahkan untuk melakukan 
koordinasi dan kontrol disebabkan komando dan kendali ada pada satu tangan 
(tidak sektoral). 
Pembentukan Badan keamnana laut  ( Bakamla ) ini dimaksudkan  
diharapkan sebagai wadah pengintegrasian seluruh ataupun  sebagian fungsi dan 
kewenangan instansi pemerintah  untuk melakukan penegakan hukum, ke amanan 
dan keselamatan di laut yang secara sektoral berada di stakeholder 
(kementerian/instansi terkait). 
Sebagai legalitasnya perlu didukung instrumen hukum yang menjadi dasar 
hukum dari badan tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 62  ayat (2) UU 32 tahun 
2014 bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
secara terintegrasi dan terpadu dalam sutu kesatuan komando dan kendali. 
Yang dilakukan Bakamla saat ini adalah melaksanakan patroli kemanan 
laut secara gabungan dengan instansi penegak hukum dilau antara lain , 
kementrian perhubungan, kementrian perikanan, TNI AL, POLRI,  dan Bea cukai. 
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Dimana masing masing instansi mengirimkan kapal beserta personelnya untuk 
melaksanakan patroli dibawah kendali Bakamla 
Namun yang dilakukan Bakamla meinta BKO ( bawah kendali Operasi ) 
terhadap kapal milik instansi penegak hukum dilaut belum memiliki dasar yang 
kuat, sehingga instansi penegak hukum dalam mem BKO an kapalnya tidak 
optimal.  
Namun Jika Bakamla diberi amanat oleh undang undang untuk 
mensinergikan dan menjadi komando dalam penegakan hukum dilaut, maka 
diharapkan instansi terkait dalam mem BKO kan kapalnya di laksanakan secara 
maksimal. 
Bahwa sesuai dengan perundang undangan Bakamla dibawah koordinasi 
Kemenkopolhubkam namun instansi penegak hukum dilaut dibawah kementian 
kemaritiman ( Perikanan, peruhubngan laut /KPLP) ini perlu ada peraturan yang 
memberi kewenangan kepada bakamla untuk mensinergikan dan menjadi 
komando dalam penegakan hukum dilaut.  
Simpulan 
Berdasarkan pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: 
a. Bahwa berlakunya UU nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan yang 
memberikan kewenangan yang sangat luas kepada  badan keamanan laut, 
namun tidak menghapus kewenangan yang dimiliki oleh institusi penegak 
hukum dilaut lain yang telah ditaur dalam Undang-undang terdahulu. Berikut 
adalah rekapitulasi institusi penegak hukum di laut dengan ketentuan 
perundang –undangan yang melandasi sebagai legalitas pengakan hukum di 
laut. 
b. Dengan Usia Bakamla yang masih relatif pendek 1 (satu) tahun belum 
nampak adanya konflik dengan instansi penegak hukum dilaut lain, namun 
memiliki Pontensi benturan kepentingan  dengan instansi penegak hukum 
lainnya khususnya dalam hal penindakan awal penyelidikan. 
\c. Upaya untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan maka Bakamla 
dengan kewenangannya perlu menempuh langkah langkah sbb: 
1). Amanat pasal 64 UU nomor 32 /2014 dalam hal menjaga keamanan dan 
keselamatan diatur dengan ketetapkan Presiden, dimana ketetapan 
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presiden ini hendaknya bisa memberi kejelasan apa yg dimaksud dengan 
menjaga keselamatan. 
2). Amanat pasal 63 ayat (2)  UU nomor 32/2014 perlu adanya kejelasan yg 
dapat diguanakan sebagai landasan yuridis  bahwa Bakamla diberi 
kewenangan mengintegrasikan dan sebagai komando dalam penegakan 
hukum dilaut. 
3). Bakamla merupakan lembaga pemerintah yang berkedudukan dan 
bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang 
mengkoordinasikan, dalam hal ini Menkopolhubkam, sedangkan instansi 
lain yg memilki kewenangan penegakan hukum dilaut dibawah 
koordinator kementrian lain, sehingga perlu ada aturan dan ketentuan 
yang bisa mengakomodir.  
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